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ABSTRAK 
M. Firmansyah Pradana ( B 111 10 424) “Perlindungan Hukum 
Terhadap Korban Malpraktik Medik yang Dilakukan Oleh Dokter di 
Kota Makassar”. Dibimbing oleh Bapak Andi Sofyan selaku pembimbing 
I, dan Ibu Hj. Haeranah selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi 
penyebab terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh dokter dan 
mengetahui perlindungan hukum terhadap korban malpraktek medik. 
Penelitian dilaksanakan di Makassar, yaitu di Polrestabes Kota Makassar 
dan  Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar, dengan metode penelitian 
menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian 
kepustakaan dan penelitian lapangan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab terjadinya malpraktik medik 
oleh dokter yaitu disebabkan oleh tiga faktor yaitu standar profesi 
kedokteraan, Standar Prosedur Operasional (SOP) dan kelalaian. 
Kemudian perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktek di 
Indonesia dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan perlindungan 
melalui pemberian sanksi dari segi perdata, pidana maupun administrasi 
dari segi pidana sediri khususnya bisa dilihat aturan termuat dalam KUH 
Pidana dan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Pasal 
75, 76, 77, 78 dan 79  UU Praktek kedokteran, 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Umumnya orang beranggapan bahwa seseorang yang 
mempunyai profesi kedokteran atau yang berprofesi sebagai dokter 
adalah menyenangkan karena dengan status sebagai dokter ia 
akan terpandang di mata masyarakat dan juga status sosial 
ekonominya, sebab biasanya seorang dokter akan serba 
kecukupan sandang, pangan dan perumahan. Dengan kata lain, 
kebutuhan hidupnya pasti dapat terpenuhi dengan layak.Juga ada 
anggapan bahwa profesi dokter merupakan profesi yang mulia, 
karena tugasnya menyelamatkan jiwa orang yang sedang 
menderita penyakit. Bagi kalangan awam timbul pula pendapat 
bahwa dokter itu tidak mungkin berbuat salah dalam menjalankan 
tugasnya, kendati ia bukan seorang nabi. Oleh karena itu mereka 
biasanya pasrah pada dokter yang dipercayainya.Untuk 
membebaskan diri dari bayangan yang menakutkan itu, seseorang 
akan bersedia mengorbankan apapun juga, kecuali jiwanya.Pasien 
sepenuhnya berserah diri kepada dokter. Bahkan dalam 
keinginannya bebas dari rasa sakit, ia bersedia “disakiti” oleh 
dokternya, misalnya melalui berbagai prosedur diagnostik ataupun 
dioperasi. 
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 Hubungan antara dokter dengan pasien bersifat sangat 
pribadi. Seluruh rahasia yang dimilikinya akan dibukakan kepada 
dokter, jika dikehendaki. 
 Dokter bekerja dalam suasana yang serba tidak pasti 
(uncertainty). Selain sifat-sifat tubuh manusia yang sangat 
bervariasi, dokter tidak dapat membuat seperti halnya seorang 
montir yang boleh membongkar seluruh isi “obyek yang diperbaiki”, 
hanya untuk memastikan letak dan macam kelainan yang 
menimbulkan keluhan. Masyarakat menaruh harapan dan 
kepercayaan kepada dokter, tetapi sekaligus juga mencurigai atau 
bahkan cemburu terhadapnya. 
 Tuntutan fungsi sosial terhadap profesi kedokteran sangat 
besar, bahkan mungkin terbesar di antara profesi-profesi lainnya. 
Ini merupakan beban mental yang berat bagi para dokter yang 
dalam hidup sehari-harinya justru diperlukan sebagai “obyek 
ekonomi”.  
 Hubungan fungsional antara dokter dan masyarakat 
memberikan status yang unik, tetapi juga tinggi bagi dokter. Mereka 
yang bermental lemah akan mudah terbuai oleh status ini dan lupa 
diri. Dari adanya kedudukan yang unik sifatnya itu, tentu saja 
memberikan beban yang baru bagi setiap orang yang memilih 
profesi kedokteran sebagai pilihan di dalam kehidupannya. Beban 
yang antara lain agar tetap dapat menjaga integritas, agar martabat 
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profesinya tidak runtuh harus dipertahankan.  Dengan demikian, 
apa yang menjadi harapan dan kepercayaan masyarakat 
kepadanya harus diimbangi dengan bukti-bukti dalam bentuk 
perbuatan yang nyata.  
 Penilaian-penilaian yang serba positif terhadap profesi 
kedokteran pada kenyataannya sekarang ini sudah mulai 
mengalami pergeseran. Pada era sebelum tahun 90-an kita nyaris 
tidak pernah mendengar adanya kasus malpraktek yang digugat 
atau dibawa pengadilan oleh korban dalam hal ini pasien, 
sementara di era awal abad ke-21 ini hal tersebut sudah tidak 
berlaku lagi yang ditandai dengan maraknya kasus malpraktek 
antara dokter dengan pasien yang digugat atau diklaim dan 
menuntut  penyelesaian baik secara pidana maupun perdata. 
 Namun dalam tulisan ini penulis hanya memfokuskan dan 
membahas tentang tuntutan secara pidana berupa ganti rugi antara 
dokter dengan pasien dalam kasus malpraktek sesuai dengan 
tujuan dari penelitian ini. 
 Sebag ai manusia biasa, yang mempunyai kelebihan dan 
kekurangan, seorang dokter pun niscaya tidak akan luput dari 
kesalahan, baik itu yang dilakukannya dalam kehidupan sosialnya 
sebagai anggota masyarakat, maupun kesalahannya yang 
dilakukan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai insan 
yang berbudi. 
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 Kenyataan menunjukkan bahwa kini hampir secara berkala 
bisa dibaca dalam media massa maupun dilihat di media elektronik 
adanya berbagai berita tentang malpraktek, yang sekaligus 
merupakan suatu kritik pedas terhadap pelayanan medis. Misalnya 
kasus Ny. Hj. Sumra yang meninggal setelah disuntik obat asma 
dari dokter di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dan dirawat 26 Hari 
(http://pewarta-indonesia.com/berita/hukum/10138-rs-ibnu-sina-
makassar-diduga-malpraktek.html. Timbul persoalan, apakah 
kasus-kasus yang banyak diberitakan di media massa maupun 
elektronik tersebut dapat dikategorikan sebagai malpraktek. Kalau 
jawabannya dapat dikategorikan sebagai malpraktek, apakah 
serangkaian pihak penegak hukum di negara kita ini telah siap 
menyelesaikan masalah ini secara tuntas? Karena selama ini 
pengalaman menunjukkan bahwa kasus malpraktek ini sering 
dijumpai kandas di tengah jalan, macet di pengadilan atau mungkin 
disalahtafsirkan di sidang pemeriksaan serta belum membuahkan 
hasil yang diharapkan, dalam hal ini penyelesaian yang adil 
berdasarkan hukum yang berlaku dan bahkan yang lebih parah lagi 
masyarakat enggan membawa kasusnya kepada aparat penegak 
hukum dengan dalih tidak percaya dengan sistem peradilan 
Indonesia bahkan  menganggapnya sebagai sebuah takdir. 
 Menurut Dr Sabir Alwi SH MH, Wakil Ketua MKDKI Konsul 
Kedokteran Indonesia (KKI) yang ditemui dalam lokakarya bagi 
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media massa dalam rangka pemahaman kode etik kedokteran di 
Makassar mengatakan bahwa (Antara News,Maret 2011) 
 "Ada 131 kasus yang kita tangani, sekitar 70 sedang 
diproses, 30 lebih diputuskan tidak bersalah dan 30 lebih 
diputuskan melanggar disiplin penerapan keilmuan 
kedokteran," 
 Hal ini membuktikan bahwa dokter juga manusia biasa yang 
bisa melakukan kesalahan. 
 Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka menarik 
penulis untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi atau 
suatu penulisan karya ilmiah hukum dengan judul “ Perlindungan 
Hukum Terhadap Korban Malpraktik Medik Yang Dilakukan 
Oleh Dokter di Kota Makassar ”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka rumusan 
maslah dalam penelitian ini adalah: 
1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya malpraktik 
yang dilakukan oleh dokter? 
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban malpraktik 
medik? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berangkat dari rumusan masalah di atas maka  adapun tujuan 
penulisan proposal ini adalah untuk memberikan jawaban atas 
rumusan masalah di atas, yaitu: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab 
terjadinya malpraktik yang dilakukan oleh dokter. 
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban 
malpraktik medik. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Penulisan karya ilmiah ini diharapkan member manfaat sebagai 
berikut: 
1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil 
penelitian ini dapat disumbangkan sebagai panambah khasanah 
penelitian di bidang Hukum Pidana, khususnya tentang 
perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana 
malpraktik medik . 
2. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana 
untuk menambah wawasan mengenai perlindungan hukum 
terhadap korban dalam tindak pidana malpraktik medik, serta 
merupaka sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang 
diperoleh di bangku kuliah di lapangan. 
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3. Bagi peneliti lain hasil ini dapat digunakan sebagai bahan 
perbandingan dari hasil penelitian yang sejenis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Perlindungan Hukum 
Ruang lingkup “Perlindungan Hukum” yang akan dibahas 
dalam penulisan ini adalah perlindungan yang diberikan oleh 
Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan 
Perundang-Undangan (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 
Korban). Mulai dari seseorang dapat diidentifikasikan sebagai 
korban perdagangan manusia, proses beracara mulai penyidikan 
hingga pengadilan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, 
hingga kepada proses pemulanga korban perdagangan orang dan 
reintegrasi sosial. Selain hal tersebut juga akan dibahas masalah 
pemberian restitusi/ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban. 
Pengertian perlindungan dalam Undang-Undang No. 13 
Tahun 2006 disebutkan sebagai upaya dalam pemenuhan hak dan 
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi 
dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga 
perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya. 
Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak 
yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak 
memperoleh perlindungan sebanyaknya yang diberikan oleh 
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Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana 
dikemukakan oleh Andi Hamzah (1986: 33) mengatakan : 
“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang 
berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada 
kecenderungan untuk mengupas hak-hak yang berkaitan 
dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-
hak korban.” 
 
Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara 
pidana juga dikemukakan oleh Prassell (Philipus M. 1987: 65) yang 
menyatakan: 
“Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of 
assault, robbery, theft and other offences were ignored 
while police, courts, and academicians concentrated on 
known violator” 
 
Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari 
perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai 
bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kopensasi, 
pelayanan medis, dan bantuan hukum. 
Jeremy Bentham (2006:316) menyatakan: 
“Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak 
yang menderita kerugian sepadan dengan 
memperhitungkan kerusakan yang dideritanya”. 
 
Arief Mansur (2007:31) membedakan antara kompensasi 
dan restitusi sebagai berikut: 
“Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar 
oleh masyarakat atau merupakan bentuk 
pertanggungjawaban masyarakat atau negara (the 
responsible of the society), sedangkan restitusi lebih 
bersifat pidana, yang tibul dari putusan pegadilan pidana 
dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud 
pertanggujawaban terpidana”. 
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Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan 
yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkrit 
(langsung). Perlindungan yang bastrak pada dasarnya merupakan 
bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan 
secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). 
Sementara itu, perlindungan yang konkrit pada dasarnya 
merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara 
nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun 
non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa 
pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup 
bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, 
pembebasan biaya hidup pembebasan dari ancaman, dari 
pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. 
Barda Nawawi (2007: 61) menyatakan bahwa pengertian 
perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu: 
a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk 
tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlidungan 
HAM atau kepentingan hukum seseorang). 
b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk 
memperoleh jaminan/santunan hukum atas 
penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban 
tindak pidana”. Bentuk santunan itu dapat berupa 
pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan 
keseimbangan batin (antaralain dengan pemaafan), 
pemberian ganti rugi (restitusi,kompensasi, 
jaminan/santunan kesejahteraan sosial, dan 
sebagainya. 
 
Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban 
kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang 
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memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum 
pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum 
pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan 
pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut( Arif 
Gosita, 1993: 50) 
1. Asas manfaat 
Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi 
tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) 
bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi 
masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya 
mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan 
ketertiban masyarakat. 
2. Asas keadilan 
Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi 
korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini 
dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan 
pada pelaku kejahatan. 
3. Asas keseimbangan 
Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian 
dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga 
untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang 
terganggu menuju pada keadaan yang semula (restitutio in 
integrum), asas keseimbangan memperoleh tempat yang 
penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban. 
4. Asas kepastian hukum 
Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat 
bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan 
tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum 
pada korban kejahatan. 
 
B. Perlindungan Korban Kejahatan Sebagai Wujud Perlindungan 
Hak Asasi Manusia 
Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon). 
Konsekuensi dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial 
adalah perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara 
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manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat 
diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai 
bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban. 
Dari berbagai hak yang melekat pada diri manusia, ada hak 
yang sangat fundamental dan mendasar yang diberikan kepada 
manusia sejak lahir sehingga keberadaannya merupakan suatu 
keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, 
dihormati dan dipertahankan yaitu Hak Asasi Manusia. 
Hendarmin Ranadireksa (Muladi, 2009:39) menyatakan 
bahwa: 
“Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah seperangkat 
ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari 
kemungkinan penindasan, pemasungan, dan atau 
pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara”. 
 
Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati manusia, begitu 
manusia dilahirkan, langsung Hak Asasi itu melekat pada dirinya 
sebagai manusia sehingga tidak dapat dicabut oleh siapapun, 
sebab pencabutan hak asasi manusia berarti hilangnya sifat 
kemanusiaan yang ada pada diri manusia. Artinya harkat dan 
martabat manusia sebagai ciri khas kemanusiaan manusia tidak 
lagi dihormati dan diakui. 
Dalam konteks Hak Asasi Manusia, keberadaan manusia 
yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, tidak dapat 
dipandang sebagai individu yang berdaulat yang dapat 
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mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, 
melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu 
oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup 
terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-
hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam 
masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan 
kepentingan umum masyarakat itu pula (Harum Pudjiarto, 1993: 3) 
Hak asasi manusia menyangkut segala aspek kehidupan 
manusia yang merupakan pencerminan hakikat manusia yang 
merupakan pencerminan hakikat manusia sebagai pribadi, anggota 
masyarakat, dan makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dijamin 
setinggi-tingginya oleh hukum. 
Jelaslah bahwa adanya berbagai upaya preventf maupun 
represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun peerintah 
(melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian 
perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat 
membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun 
hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang 
adil (fair) terhadap pelaku kejahatan, dan sebagainya pada 
dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak 
asasi manusia. 
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C. Pengertian Kesalahan dan Kelalaian 
Menurut simons yang ditulis oleh Moeljatno, kesalahan 
adalah: 
“adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang 
melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara 
keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang 
sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena 
melakukan perbuatan tadi.” 
  
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau 
karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan 
keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan 
dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. 
Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan 
kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak 
pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu 
memuat empat unsur yaitu : 
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); 
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab; 
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa  
  kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa); 
4. Tidak adanya alasan pemaaf (Moeljatno, 2002:164) 
 
Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, 
yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau 
tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut 
ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk 
kesalahan terdiri dari (Bahder Johan Nasution, 2005:54): 
1. Kesengajaan, yang dapat dibagi menjadi: 
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a. Kesengajaan dengan maksud, dimana akibat dari perbuatan 
itu diharapkan timbul; atau agar peristiwa pidana itu sendiri 
terjadi; 
b. Kesengajaan dengan kesadaran sebagai suatu keharusan 
atau kepastian bahwa akibat dari perbuatan itu sendiri akan 
terjadi, atau dengan kesadaran sebagai suatu kemungkinan 
saja; 
c. Kesengajaan bersyarat sebagai suatu perbuatan yang 
dilakukan dengan disengaja dan diketahui akibatnya, yaitu 
yang mengarah pada suatu kesadaran bahwa akibat yang 
dilarang kemungkinan besar terjadi; 
2. Kealpaan, sebagaimana disebut dalam  Pasal 359 KUHP. Jadi, 
kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 
karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah 
ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi 
dikarenakan perilaku orang itu sendiri. 
Dalam pelayanan kesehatan yang menyebabkan timbulnya 
kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya 
pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui 
bawah jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut 
untuk terus mengembangkan ilmunya (Bahder Johan Nasution, 
2005:55) 
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Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu 
(Bahder Johan Nasution, 2005:56) 
a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan 
perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, 
maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan 
tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP; 
b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau 
akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat 
yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau 
matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
359, Pasal 360, Pasal 361 KUHP. 
Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu: 
a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat 
menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga 
sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk 
tidak berbuat) yang melawan hukum; 
b. Pelaku telah berlaku kurang hat-hati, ceroboh dan kurang 
berpikir panjang; 
c. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku 
harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya 
tersebut. 
Sedangkan menurut D.Schaffmeiser, N. Keijzer dan E. PH. 
Sutorius (2007: 102), skema kelalaian atau culpa yaitu: 
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a. CONSCIOUS : kelalaian yang disadari, contohnya 
 antara lain sembrono (roekeloos), lalai(onachttzaam), 
 tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan risiko, 
 tetapi berharap akibat buruk tersebut tidak terjadi; 
b. UNCONSCIUS: kelalaian yang tidak disadari,  
 contohnya antara lain kurang berpikir (onnadentkend), 
 lengah (onoplettend), dimana seseorang yang 
 seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak 
 demikian (Hukum Pidana,2007: 102) 
 
Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak 
melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila tidak 
melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat 
yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kealpaan yang 
tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan 
adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah 
memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya. 
Berpedoman pada pengertian dan unsur-unsur diatas, dapat 
dikatakan kealpaan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan 
mengandung pengertian normatif yang dapat dilihat, artinya 
perbuatan atau tindakan kelalaian itu, selalu dapat diukur dengan 
syarat-syarat yang lebih dahulu sudah dipenuhi oleh seorang 
dokter maupun perawat. Ukuran normatifnya adalah bahwa 
tindakan dokter atau perawat tersebut setidak-tidaknya sama 
dengan apa yang diharapkan dapat dilakukan teman sejawatnya 
dalam situasi yang sama. 
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D. Korban Malpraktik Medik 
Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu 
atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, 
masyarakat atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan 
tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya 
seperti tumbuhan, hewan atau ekosistem. Korban secara lazimnya 
kita temui dalam kejahatan lingkungan. Namun dalam pembahasan 
ini, korban yang sebagaimana yang dimaksud tidak masuk 
didalamnya. 
1. Pengertian Korban 
Defenisi korban tercantuk dalam Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban yang menyatakan bahwa korban adalah: 
“seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan 
/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 
pidana”. 
 
Di Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban adalah: 
“Orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman 
kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. 
 
Di Undang-Undang No 27 Tahun 2004 Tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsilisi, korban adalah:  
“orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami 
penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian 
ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau 
perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran 
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hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli 
warisnya” 
 
Sedangkan di Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 
tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam 
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah: 
“perseorangan atau kelompok orang yang mengalami 
penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental 
dari ancaman, gangguan, teror dan ekkerasan dari pihak 
manapun” 
 
Dari pengertian di atas, tampak bahwa makna dari korban 
tidak hanya mengacu pada individu atau perseorangan saja, 
melainkan juga mencakup korban yang bukan perorangan 
(kelompok dan masyarakat). Yang dimaksud dengan korban 
perseorangan ialah korban yang hanya terdiri dari satu orang saja, 
sedangkan yang dimaksud dengan korban yang bukan perorangan, 
misalnya suatu badan, organisasi atau lembaga. 
Sedangkan menurut Arif Gosita (dalam Rena Yulia,2010: 
49), yang dimaksud dengan korban adalah: 
“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai 
akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari 
pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 
bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang 
menderita” 
 
Korban juga didefenisikan oleh Van Boven yang merujuk 
pada deklarasi prinsi-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan 
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dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut: (Rena Yulia, 
2010: 49-50) yang dimaksud dengan korban adalah: 
“Orang yang secara idndivdual maupun kelompok telah 
menderita,termasuk cedera fisik maupun mental, 
penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan 
yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena 
tindakan (by act) maupun kelalaian (by omission)” 
 
Pengertian korban yang bisa diartikan secara luas adalah 
yang didefinisikan oleh South Crolina Govermor’s Office of 
Executive Policy and Programs, Columbia, yaitu: (Soeharto, 2007: 
78) 
“Victims means a person who suffers direct or threatened 
physical, psychological, or financial harm as the result of 
crime against him. Victim also includes the person is 
deceased, a minor, incompepent was a homicide victim 
and/or is physically or psychologically incapacitated." 
 
Pengertian di atas, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia, maka akan memerikan pengertian mengenai korban 
secara luas. Menurut pengertian tersebut, pengertian korban bukan 
hanya merujuk pada korban yang mederita secara langsung, akan 
tetapi korban tidak langsung juga mengalami penderitaan yang 
dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak 
langsung di sini seperti istri yang kehilangan suami, anak yang 
kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan 
sebagainya. 
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2. Hak-hak dan Kewajiban Korban 
Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan artinya 
bisa diterima atau tidak oleh pelaku tergantung kondisi yang 
memengaruhi korban baik yang sifatnya internal atau eksternal. 
Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu 
korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai 
seorang korban, guna memberikan rasa aman dan nyaman 
tentunya kejahatan ini perlu ditanggulangi dan semuanya harus 
ditangani secara profesional oleh lembaga yang berkompeten, 
sekalipun demikian tidak sedikit korban atau keluarganya 
mempergunakan hak yang telah disediakan. Menurut Arif Gosita 
dalam buku adalah sebagai berikut dalam (Moerti Hadiati 
Soeroso, 2010: 115) hak korban antara lain: 
a. Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai 
dengan kemampuan pelaku; 
b. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak 
memerlukannya; 
c. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk 
ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena 
tindakan tersebut; 
d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi; 
e. Mendapatkan kembali hak miliknya; 
f. Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan 
dirinya 
 
E. Malpraktik Medik  
Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga menyebutkan 
istilah malpraktik dengan malapraktik  yang diartikan dengan: 
“praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-
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undang atau kode etik.” Kamus besar Inggris-Indonesia John M. 
Echols dan Hasan Shadily Cetakan ke 12 mengartikan malpractice  
atau malpraktik adalah:  
“(1) salah mengobati, cara mengobati pasien yang salah;(2) 
tindakan yang salah”.  
 
Sedangkan arti malpractice, dalam Dorland’s Medical 
Dictionary 27th Edition, adalah:  
“praktik yang tidak tepat atau yang menimbulan masalah”; 
tindakan medik atau tindakan operatif yang salah” (“improper 
or injurious practice; inskillful and faulty medical or surgical 
treatment”). 
 Istilah malpractice dalam Stedman’s Medical Dictionary 
diartikan sebagai:  
“kesalahan penanganan pasien karena ketidaktahuan, 
ketidakhati-hatian, kelalaian, atau adanya niat jahat”. 
 
 Malpraktik medik menurut Safitri Hariyani (J. Guwandi, 2004: 
20) yang mengutip dari pendapat Vorstman dan Hector Treub dan 
juga atas rumusan Komisi Annsprakelijkheid  dari KNMG (IDI-nya 
Belanda), adalah: 
 “Seorang dokter melakukan kesalahan profesi jika ia tidak 
melakukan pemeriksaan, tidak mendiagnosis, tidak 
melakukan sesuatu, atau tidak membiarkan sesuatu yang 
oleh dokter yang baik pada umumnya dan dengan situasi 
kondisi yang sama, akan melakukan pemeriksaan dan 
diagnosis serta melakukan atau membiarkan sesuatu 
tersebut.” 
 
 Untuk menguji apakah yang dilakukan dokter dalam 
menjalankan profesinya itu merupakan suatu malpraktik atau 
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bukan, Leenan menyebutkan lima kriteria, seperti yang dikutip oleh 
Fred Ameln (1991: 87) yaitu: 
1. Berbuat secara teliti/seksama (zorgvuldig hendelen) 
dikatikan dengan kelalaian (culpa). Bila seorang 
dokter bertidak onvoorzichtg, tidak teliti, tidak berhati-
hati, maka ia memenuhi unsur kelalaian; bila ia 
sangat tidak berhati-hati, ia memenuhi unsur culpa 
lata; 
2. Yang dilakukan dokter sesuai ukuran ilmu medik 
(volgens de medische standaard); 
3. Kemampuan rata-rata (average) dibanding kategori 
keahlian medis yang sama (gemiddelde 
bekwaamheid van gelijke medische categorie); 
4. Dalam situasi dan kondisi yang sama (gelijke 
omstandigheden) 
5. Sarana upaya (middelen) yang 
sebanding/proporsional (asas proporsionalitas) 
dengan tujuan kongkret tindakan/perbuatan medis 
tersebut (tot het concreet handelingsdoel). 
 
F. Pengertian Pelayanan Kesehatan 
 Pelayanan kesehatan dapat dibedakan dalam dua golongan 
yakni (Peran Asuransi Kesehatan Dalam Benchmarking Rumah 
Sakit dalam Menghadapi Krisis Ekonomi 2007: 2): 
1. Pelayanan kesehatan primer (primary health care), 
atau pelayanan kesehatan masyarakat adalah 
pelayanan kesehatan yang paling depan, yang 
pertama kali diperlkan masyarakat pada saat mereka 
mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan. 
2. Pelayanan kesehatan sekunder dan tersier 
(secondary and tertiary health care), adalah rumah 
sakit tempat masyarakat mendapatkan perawatan 
lebih lanjut. 
 
Pelayanan kesehatan masyarakat pada prinsipnya 
mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan prefentiv. 
Pelayanan promotif adalah upaya peningkatan kesehatan 
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masyarakat kearah yang lebih baik lagi dan prefentiv untuk 
mencegah agar masyarakat terhindar dari penyakit. Sebab itu 
pelayanan kesehatan tidak hanya tertuju pada pengobatan individu 
yang sedang sakit saja. 
Dalam rangka menunjang terwujudnya pelayanan kesehatan 
yang baik dan optimal, pemerintah menetapkan berlakunya standar 
pelayanan medis di rumah sakit dan standar pelayanan rumah sakit 
yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 
Tentang Rumah Sakit selanjutnya disebut UU No. 44 Tahun 2009. 
Standar pelayanan medis tersebut merupakan sendi utama dalam 
upaya peningkatan mutu pelayanan medis di Indonesia. Standar 
pelayanan medis ini merupakan hukum yang mengikat para pihak 
yang berprofesi di bidang kesehatan, yaitu untuk mengatur 
pelayanan kesehatan dan untuk mencegah terjadinya kelalaian staf 
medis dalam melakukan tindakan medis (Bahder Johan Nasution, 
2005:43) 
Standar pelayanan medis terdiri dari dua bagian. Pertama, 
memuat tentang standar penyakit dengan dua belas spesialisasi 
kasus-kasus penting, yaitu (Bahder Johan Nasution: 2005:44) : 
1. Bagian bedah; 
2. Bagian bedah ortopedi; 
3. Bagian jiwa; 
4. Bagian kardiologi; 
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5. Bagian kulit dan kelamin; 
6. Bagian obstetri dan ginekologi; 
7. Bagian paru; 
8. Bagian penyakit dalam; 
9. Bagian penyakit anak; 
10. Bagian saraf; 
11. Bagian mata; 
12. Bagian telinga, hidung dan tenggorokan. 
Sedangkan bagian standar pelayanan medis yang kedua 
meliputi; 
1. Bagian anastesi; 
2. Bagian patologi, anatomi, forensik, klinik; 
3. Bagian radiologi. 
 Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan Bab I Ketentuan Umum, diberi batasan mengenai 
saranan kesehatan yaitu:  
“suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 
masyarakat.”.  
 
Sedangkan dalam Bab VI Bagian Ketiga Pasal 56 dikatakan bahwa 
Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan 
masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus dan 
seterusnya (Emma Suratman, 1993: 21-25) 
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Dengan demikian rumah sakit adalah tempat untuk 
menyelenggarakan salah satu upaya kesehatan yaitu upaya 
pelayanan kesehatan (health services). Dalam Pasal 58 dinyatakan 
pula bahwa sarana kesehatan tertentu harus berbentuk badan 
hukum antara lain rumah sakit. Ini berarti rumah sakit tidak dapat 
diselenggarakan oleh orang perorangan (individu, natuurlijk 
persoon), tetapi harus diselenggarakan oleh suatu badan hukum 
(rechts persoon) yang dapat berupa perkumpulan, yayasan atau 
perseroan terbatas (Emma Suratman, 1993: 21-25). 
Pelayanan kesehatan merupakan usaha yang dilakukan oleh 
pemerintah bersama masyarakat dalam rangka meningkatkan, 
memelihara, dan memulihkan kesehatan penduduk yang meliputi 
pelayanan preventif, promosi, kuartif, dan rehabilitatif, dalam arti 
sempit, upaya itu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang 
memberikan pengobatan kepada seseorang yang sakit, dalam hal 
ini adalah rumah sakit (Sri Praptianingsih, 2006: 19). 
 
G. Hubungan Dokter dan Pasien 
1. Pola dasar hubungan antara dokter dan pasien 
Mulyohadi Ali (2006:7)  menyebutkan bahwa pasien (klien 
pelayanan medik) adalah orang yang memerlukan pertolongan 
dokter karena penyakitnya, dan dokter adalah orang yang 
dimintai pertolongan karena kemampuan profesinya yang 
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dianggap mampu mengobati penyakit. Hubungan terjadi ketika 
dokter bersedia menerima klien itu sebagai pasien. Hubungan 
antara orang yang memerlukan pertolongan dan orang yang 
diharapkan memberikan pertolongan pada umumnya bersifat 
tidak seimbang. Dokter berada pada posisi yang lebih kuat dan 
pasien berada pada posisi yang lebih lemah. Dalam hubungan 
yang demikian, dokter diharapkan akan bersikap bijaksana dan 
tidak memanfaatkan kelemahan pasien untuk menguntungkan 
diri sendiri. Selain itu dokter juga mempunyai kewajiban moral 
untuk menghormati hak pasien sebagai manusia. 
Ketika hubungan dokter-pasien itu sertai dengan 
permintaan dokter untuk mendapatkan imbalan jasa dari klien 
(pasien) dan klien (pasien) bersedia memenuhinya maka 
terjadilah hubungan yang disebut sebagai hubungan 
kontraktual. Dalam hubungan kontraktual terdapat kewajiban 
dan hak dari kedua belah pihak yang harus dihormati, serta 
tanggung jawab jika ada yang tidak memenuhi kesepakatan 
tersebut. Karena sifat hubungan yang tidak seimbang tersebut 
maka faktor kepercayaan memegan peran penting. Pihak klien 
(pasien) hendaknya bersedia bersikap jujur dalam 
mengungkapkan berbagai hal yang ingin diketahui oleh dokter, 
termasuk hal yang bersifat pribadi, dan dokter bersikap jujur 
atas upaya yang akan dilakukannya untuk menolong pasien. 
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Selain itu dokter juga harus dapat dipercaya bahwa ia akan 
menyimpan semua rahasia pasien serta tidak akan 
mengungkapkan rahasia itu kepada siapapun tanpa persetujuan 
pasien kecuali atas perintah undang-undang. Saling percaya 
dan saling jujur dapat dipercaya ini sangat penting (krusial) 
dalam menjaga hubungan yang akan memungkinkan dokter 
mencari penyelesaian bagi keluhan pasiennya. 
  Dalam hubungan tersebut terliat superioritas dokter 
terhadap pasien dalam bidang ilmu biomedis. Hanya dokter 
yang aktif, sedangkan pasien pasif. Hubungan ini berlangsung 
berat sebelah dan tidak sempurna karena merupakan 
pelaksanaan wewenang oleh yang satu terhadap yang lain. 
Oleh karena hubungan dokter-pasien merupakan hubungan 
antara manusia maka lebih dikehendaki hubungan yang 
mendekati persamaan hak antar keduanya. Adalah kewajiban 
kedua belah pihak untuk menciptakan kemitraan untuk saling 
terbuka. Pasien mempunyai hak untuk mengetahui kebenaran 
tentang penyakitnya, sementara dokter harus secara bijaksana 
mempertimbangkan sejauh mana ia dapat memenuhi 
kewajibannya. Guttentag menyebutkan bahwa 
“memberitahukan sebuah kebenaran yang tak diharapkan , 
dalam hal ini tentang penyakit, haruslah disapaikan apabila 
keluarga/penderita sudah benar-bernar siap untuk menerima hal 
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itu”. Satu aspek yang paling penting dari hubungan dokter-
pasien, di sepanjang zaman, adalah kualitas humanistik 
seorang dokter yang baik. Pasien akan mencari okter yang 
peduli tentang dia sebagai manusia, yang akan 
memperlakukannya sesuai dengan hak-haknya sebagai pasien. 
  Hubungan dokter-pasien umumnya tidak setara. Ada 
kesenjangan di antara keduanya adalam berbagai aspek. 
Biasanya pasien berada di pihak yang lemah, yang oleh karena 
itu ia perlu mendapat perlindungan. Karena posisinya sebagai 
pihak yang lebih kuat dalam berbagai hal , dokter perlu diberi 
rambu-rambu agar ia tidak tergoda untuk melakukan tindakan 
yang merugikan pasien dan menguntungkan diri sendiri. 
Perlindungan bagi pasien dan rambu-rambu untuk dokter dibina 
antara lain oleh: 
a. Hati nurani dan moral; 
b. Etika medis; 
c. Disiplin profesi 
d. Hukum 
  Moral dan etika medis adalah rambu-rambu paling tua 
untuk menjaga hubungan antara dokter dan pasien dalam 
berbagai dimensi di atas, agar berlangsung dalam batas-batas 
yang dianggap wajar dan baik. Hukum sebagai rambu-rambu, 
menyusul jauh kemudian (Samsi Jacobalis, 2005:49). 
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  Sebenarnya pola dasar hubungan dokter dan pasien, 
terutama berdasarkan keadaan sosial budaya dan penyakit 
pasien, menurut Szas dan Hollender (1956), dapat dibedakan 
menjadi tiga (Willy F. Maramis, 2005: 21), yaitu: 
a. Activity – Passivity 
 Pola hubungan ini terjadi pada pasien yang 
kelematan jiwanya terancam, atau sedang tidak 
sadar, atau menderita gangguan mental berat. Pola 
terapi terjadi dalam keadaan pasien tidak berdaya. 
b. Guidance – Coorperation 
 Hubungan membimbing kerjasama, seperti halnya 
hubungan antara orang tua dengan remaja. Pola ini 
terjadi bila keadaan penyakit pasien tidak terlalu 
berat, misalnya penyakit infeksi baru atau penyakit 
akut lainnya. Meskipun sakit, pasien tetap sadar dan 
memiliki perasaan serta kemauan sendiri. Ia berusaha 
mencari pertolongan pengobatan dan bersedia 
bekerja sama. Walaupun dokter mengetahui lebih 
banyak, ia tidak semata-mata menjalankan 
wewenangnya, namun mengharapkan kerja sama 
pasien yang diwujudkan dengan menuruti nasihat dan 
anjuran dokter.  
c. Mutual Participation 
 Filosofi dasar dari pola pendekatan ini adalah 
berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia 
memiliki martabat dan hak yang sama. Pola ini terjadi 
pada mereka yang ingin memelihara kesehatan 
dengan melakukan medical check up atau pada 
pasien yang menderita penyakit kronis seperti 
hipertensi atau diabetes melitus. Pasien scara sadar 
dan aktif berperan dalam pengobatan terhdap dirinya 
sendiri. 
 
  Menurut Darmono SS, sesungguhnya ada beberapa 
faktor yang dapat memengaruhi hubungan dokter dan pasien, 
yang mana hal itu akan menyebabkan adanya jarak. Faktor-
faktor tersebut antara lain; 
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a. Perkembagan ilmu pengetahuan dan teknologi 
 kedokteran; 
b. Berkembangnya industri pelayanan kesehatan; 
c. Meningkatkatnya kebutuhan dan tuntutan 
 masyarakat terhadap pelayanan kedokteran 
 mutakhir dan bermutu; 
d. Meningkatnya faktor pendidikan, pengetahuan, 
 arus informasi, dan kesadaran hukum 
 masyarakat, dan 
e. Perkembangan masyarakat global yang 
 menyebabkan pengabdian profesi kedokteran 
 semakin kompleks, yang semakin mengarah 
 kepada hubungan kontraktual (Darmono SS, 
 2006: 56). 
 
  Sedangkan menurut Daldiyono (2007: 192) teori 
dasar hubungan dokter dengan pasien dapat dilukiskan dari 
beberapa aspek, yaitu: 
a. Bersifat religius; 
b. Bersifat paternalistis 
c. Bersifat penyedia jasa dan konsumen, dan 
d. Bersifat upaya bersama dan kemitraan. 
 
  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang telah diamandemen, Bab X-A tentang Hak 
Asasi manusia, Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap 
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 
  Pasal 1 ayat (15) UU No. 36 Tahun 2009 : 
“Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat 
adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan 
kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha 
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bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan 
dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan 
yang dilaksanakan secara praupaya.”  
Pasal 2 :  
“Pembangunan kesehatan diselenggarakan 
berasaskan perikemanusiaan yang berdsarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama 
dan kekeluargaan, adil dan merata, peri-kehidupan 
dalam keseimbangan, serta kepercayaan akan 
kemampuan dan kekuatan sendiri.” 
 
  Pasal 2 UU No. 29 Tahun 2004,: 
“Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan 
Pancasila dan didasarkan pada nilai, ilmiah, manfaat, 
keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta 
perlindungan dan keselamatan pasien.”  
Pasal 3 : 
“Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk: 
a. Memberikan perlindungan kepada pasien; 
b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu 
pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan 
dokter gigi; dan 
c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, 
dokter dan dokter gigi ( Muhammad Mulyono, 
2006) 
 
2. Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien 
a. Hak dan Kewajiban Pasien  
1) Hak Pasien  
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  Hak Pasien sebenarnya merupakan hak yang 
asasi dan bersumber dari hak dasar individual, the right 
of self determination, atau zelfbeschikkingsrecht. Hak, 
dalam Black’s Law Dictionary 7 ed., berarti sebagai right  
yang mengandung beberapa arti, antara lain hak alami 
(natural right), hak politik (political right), serta hak pribadi 
(civil right). Hak untuk menentukan nasib sendiri lebih 
dekat artinya dengan hak pribadi, yaitu hak atas 
keamanan pribadi yang berkait erat dengan hidup, 
bagian tubuh, kesehatan, kehormatan, serta hak atas 
kebebasan pribadi (Hermin Hadiati Koeswadji, 1884: 47). 
Konsepsi hak-hak asasi manusia hukum internasional 
mengasumsikan bahwa individu harus diakui sebagai 
subjek hukum internasional. Langkah pertama karya 
besar ini telah diletakkan pada tanggal 7 Desember 1948 
ketika Majelis Umum PBB mengesahkan Universal 
Declaration of Human Rights ( Freddy Tengker, 2007: 
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  Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No.29 
Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur 
tentang hak dan kewajiban pasien dalam hubungannya 
dengan kontrak terapeutik, dimana pasien mempunyai 
hak dan kewajiban tertentu. Pada Pasal 52, tentang hak 
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pasien, disebutkan bahwa dalam menerima pelayan 
pada praktik kedokteran, pasien mempunyai hak: 
a) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang 
tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
45 ayat (3); 
b) Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; 
c) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan 
medik; 
d) Menolak tindakan medik 
e) Mendapatkan isi rekam medik. 
  Dalmy Iskandar menyebutkan rincian hak dan 
kewajiban pasien, yang antara lain adalah sebagai 
berikut ( Dalmy Iskandar, 1998: 66): 
Hak-hak Pasien, yaitu: 
a) Hak memperoleh pelayan kesehatan yang 
manusiawi sesuai standar profesi; 
b) Hak memperloeh penjelasan tentang diagnosis 
dan terapi dari dokter yang bertanggungjawab 
terhadap perawatannya; 
c) Menolak keikutsertaan dalam penelitian 
kedokteran; 
d) Kerahasiaan atas catatan medisnya; 
e) Hak untuk dirujuk kala diperlukan; 
f) Hak memperoleh penjelasan tentang penelitian 
kliniknya; 
g) Hak memperoleh perawatan lanjutan dengan 
informasi tentang nama/alamat dokter 
selanjutnya; 
h) Hak berhubungan dengan keluarga, 
rohaniwan, dan sebagainya; 
i) Hak mendapatkan penjelasan tentang 
perincian rekening (perawatan, obat, 
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pemeriksaan laboratorium, rontgen, USGm, 
biaya kamar bedah, imbalan jasa, dan 
sebagainya); 
j) Hak memperoleh penjelasan tentang 
peraturan-peraturan rumah sakit; dan 
k) Hak menarik diri dari kontrak terapeutik. 
 
2) Kewajiban Pasien 
  Mengenai kewajiban pasien, Pasal 53 UU No. 
29 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pasien, dalam 
menerima pelayanan pada praktik kedokteran 
mempunyai kewajiban sebagai berikut: 
a) Memberika informasi yang lengkap dan jujur 
tentang masalah kesehatannya; 
b) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau 
dokter gigi; 
c) Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana 
pelayanan kesehatan; dan 
d) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang 
diterimanya. 
 
  Dalmy Iskandar (1998) menyebutkan rincian 
kewajiban pasien sebagai berikut: 
a) Memberikan informasi yang benar, berupa 
keterangan mengenai keluhan utama, keluhan 
tambahan, riwayat penyakit. Pada saat 
dilakukan pemerikasaan fisik, jika ada keluhan, 
pasien harus menyampaikannya agar dokter 
dapat lebih tepat dalam menegakkan 
diagnosisnya; 
b) Mematuhi petunjuk atau nasihat dokter dalam 
proses penyembuhan ataupun dalam upaya 
penegakan diagnosis; 
c) Menghormati kerahasiaan diri dan kewajiban 
tenaga kesehatan untuk menyimpan rahasia 
kedokteran serta kesendiriannya (privacy); 
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d) Memerikan imbalan terhadap jasa-jasa 
profesional yang telah diberikan oleh tenaga 
kesehatan; 
e) Memberikan ganti rugi apabila tindakan-
tindakan pasien merugikan tenaga kesehatan; 
f) Berterus-terang apabila timbul masalah (dalam 
hubungan tenaga kesehatan dan rumah sakit, 
baik yang langsung maupun tidak langsung). 
 
b. Hak dan Kewajiban Dokter 
1) Hak Dokter 
  Pasal 50 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 
Tentang Praktik Kedokteran mentebutkan hak dokter 
dalam menjalankan tugas dalam profesinya. Dookter 
atau dokter gigi dala melaksanakan praktik kedokteran 
mempunyai hak: 
a) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang 
melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi 
dan standar prosedur operasional. Dalam hal ini 
dokter yang melakukan praktik sesuai dengan standar 
tidak dapat disalahkan dan bertanggungjawab secara 
hukum atas kerugian atau cidera yang diderita pasien 
karena kerugian dan cidera tersebut bukan 
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian dokter. 
Perlu diketahui bahwa cedera atau kerugian yang 
diderita pasien dapat saja terjadi karena perjalanan 
penyakitnya sendiri atau karena risiko medis yang 
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dapat diterima (acceptable) dan terlah disetujiu pasien 
dalam informed consent. 
b) Melakukan praktik kedokteran sesuai dengan standar 
profesi dan standar prosedur operasional. Dokter 
diberi hak untuk menolak permintaan pasien atau 
keluarganya yang dianggapnya melanggar standar 
profesi dan atau standar prosedur operasional. 
c) Memperoleh informasi yang jujur dan lengkap dari 
pasien atau keluarganya. Dokter tidak hanya 
memerlukan informasi kesehatan dari pasien, 
melainkan juga informasi pendukung yang berkaitan 
dengan identitas pasien dan faktor-faktor kontribusi 
yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit dan 
penyembuhan penyakit. 
d) Menerima imbalan jasa. Hak atas imbalan jasa adalah 
hak yang timbul sebagai akibat hubungan dokter 
dengan pasien, yang pemenuhannya merupakan 
kewajiban pasien. Dalam keadaan darurat atau dalam 
kondisi tertentu, pasien tetap dapat dilayani dokter 
tanpa mempertimbangkan aspek finansial. 
  Selain itu dokter juga memiliki hak yang 
berasal dari hak asasi manusia, seperti : 
a) Hak atas privasinya; 
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b) Hak untuk diperlakukan secara layak; 
c) Hak untuk berisitirahat; 
d) Hak untuk secara bebas memilih pekerjaan; 
e) Hak iuntuk terbebas dari intervensi, ancaman dan 
kekerasan, dan lain-lain sewaktu menolong pasien. 
  Dalam hubungan dokter-pasien ini, Dalmy 
Iskandar (1998: 26) menyebutkan hak dokter sebagai 
berikut: 
a) Hak untuk menolak bekerja diluar standar 
profesi medis; 
b) Hak untuk menolak tindakan-tindakan yang 
tidak sesuai dengan kode etik profesi medis; 
c) Hak untuk memilih pasien dan mengakhiri 
hubungan dengan pasien kecuali dalam 
keadaan gawat darurat; 
d) Hak atas privacy dokter; 
e) Hak untuk menerima imbalan jasa/honorium. 
 
2) Kewajiban Dokter 
  Sedangkan Pasal 51 tentang kewajiban dokter 
dalam undang-undang yang sama menyebutkan bahwa 
dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik 
kedokteran mempunyai kewajiban untuk: 
a) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar 
profesi dan standar operasional; 
b) Merujuk ke dokter atau dokter gigi lain yang 
mempuyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik 
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apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan 
atau pengobatan; 
c) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuainya 
tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu 
meninggal dunia; 
d) Melakukan pertolongan darurat atas dasar 
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain 
yang bertugas dan mampu melakukannya; dan 
e) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti 
perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. 
  Kewajiban dokter terhadap pasien menurut 
Leenen meliputi beberapa hal, antara lain: 
a) Kewajiban yang timbul dari sifat pelayan medis, 
dimana dokter harus bertindak sesuai dengan standar 
profei medis atau menjalankan praktik kedokterannya 
secara lege artis. 
b) Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien yang 
bersumber dari hak asasi dalam bidak kesehatan. 
c) Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial 
pemeliharaan kesehatan. 
  Dalam kaitannya dengan kewajiban dokter 
terhadap pasien, Kode Etik Kedokteran Indonesia 
(KODEKI) (2002: 4) menyebutkan: 
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1) Pasal 10: Setiap dokter wajib bersikap tulis ikhlas 
mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya 
untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak 
mampu melakukan suatu pemeriksaan atau 
pengobatan maka atas persetujuan pasien, ia wajib 
merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai 
keahlian dalam penyakit tersebut. 
2) Pasal 11: Setiap dokter harus memberikan 
kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat 
berhubungan dengan keluarga dan penasihatnya 
dalam beribadah dan atau dalam masalah lainnya. 
3) Pasal 12: Setiap dokter wajib merahasiakan segala 
sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, 
bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. 
4) Pasal 13: Setiap dokter wajib melakukan pertolongan 
darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali 
bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu 
memberikannya 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian skripsi ini nantinya, penulis memilih lokasi 
penelitian di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar, Polrestabes 
yang berada di wilayah Makassar. Hal ini menjadi pertimbangan 
karena lokasi tersebut strategis dan mudah untuk mendapatkan 
informasi mengenai korban kejahatan malpraktik medik, sehingga 
penulis berharap akan mudah memperoleh data yang berkaitan 
dengan permasalahan yang penulis ajukan. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berkut: 
1. Data Primer, Data primer merupakan data yang diperoleh melalui 
penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara 
dengan pihak terkait sehubungan dengan Penulisan skripsi ini, 
dalam hal ini korban malpraktik medik yang terjadi di Daerah 
Makassar. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan berupa 
buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel 
hukum, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada 
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kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam Penulisan skripsi 
ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh data dan 
informasi yang dibutuhkan melalui metode: 
1. Metode Penelitian Lapangan 
Adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan 
penelitian langsung di lapangan melalui proses wawancara atau 
pembicaraan langsung dengan dokter atau pihak rumah sakit. 
2. Metode Penelitian Kepustakaan 
Metode ini merupakan upaya untuk mendapatkan data-data 
sekunder melalui bahan-bahan bacaan berupa tulisan-tulisan 
ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori-teori para ahli melalui 
berbagai media. 
 
D. Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu 
menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan 
kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan 
kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Pendekatan yang 
dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan melakukan 
penjabaran atas fakta-fakta hasil penelitian. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Malpraktek yang Dilakukan 
Oleh Dokter. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis 
dengan salah satu dokter di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar yaitu 
dr. Cahyono Kaelan,Ph.D,Sp.PA(K),Sp.S sekaligus sebagai Wakil 
Direktur Pendidikan & SDMI di Rumah Sakit Ibnu Sina 
mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya malpraktik 
medik pada hari selasa pada tanggal 8 April 2014 bahwa : 
“Beberapa faktor penyebab terjadinya malpratek yang 
dilakukan oleh dokter adalah seorang dokter hendaknya 
memiliki standar profesi kedokteran yang meliputi 
kewenangan,kemampuan,dan ketelitian umum, kemudian 
memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) serta faktor 
kelalaian dari dokter tersebut”. 
  
“Faktor kelalaian merupakan faktor paling utama 
penyebab terjadinya malprakter yang dilakukan oleh 
seorang dokter. Dimana malpraktek meruipakan hal diluar 
kehendak dan hal yang paling dihindari bagi seorang 
dokter” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang dokter di 
Rumah sakit Ibnu Sina Makassar dr. Cahyono Kaelan,ph D, Sp. 
PA(K), SP.S pada tanggal 8 April 2014 maka penuilis dapat 
menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya malpraktek 
yang dilakukan oleh dokter. 
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1. Standar Profesi Kedokteran  
Dalam profesi kedokteran, ada tiga hal yang harus ada 
dalam standar profesinya, yaitu kewenangan, kemampuan rata-
rata dan ketelitian umum. 
a. Kewenangan 
Disini maksudnya seorang Tenaga Kesehatan harus 
memiliki kewenangan hukum untuk melaksanakan 
pekerjaannya bisa berupa ijin praktik bagi dokter dan 
tenaga kesehatan lainnya, bisa berupa Badan Hukum dan 
Perijinan lain bagi penyelenggara kesehatan seperti rumah 
sakit atau klinik-klinik. 
b. Kemampuan rata-rata 
Tenaga Kesehatan harus memiliki kemampuan rata-rata 
yang ditentukan berdasarkan pengalaman kerja dalam 
linkungan yang menunjang pekerjaannya dan kemudian 
Tenaga Kesehatan harus memiliki ketelitian kerja yang 
ukuran ketelitian itu sangatlah bervariasi. Namun 
betapapun sulitnya untuk merumuskan rating scale (skala 
pengukuran) tentang standard profesi Tenaga Kesehatan, 
Undang-undang mengharuskan mereka yang berprofesi 
sebagai Tenaga Kesehatan berkewajiban mematuhi 
standard profesi dan menghormati hak pasien dan setiap 
orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau 
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kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan (Pasal 58 ayat 
1 UU No.36 tahun 2009). 
c. Ketelitian yang umum 
Dan bagi tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan 
atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat 
dikenakan tindakan disiplin yang ditentukan oleh Majelis 
Disiplin Tenaga Kesehatan. Majelis Kehormatan Disiplin 
Kedokteran Indonesia (MKDKI) inilah yang berhak dan 
berwenang untuk meneliti dan menentukan ada-tidaknya 
kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar 
profesi yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan terhadap 
mereka yang disebut sebagai pasien. 
2. Standar Prosedur Operasional (SPO) 
Suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang 
dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin 
tertentu. 
3. Kelalaian 
Kelalaian disini yang dimaksud apabila berdampak 
kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian adalah segala 
sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat 
dari layanan kesehatan / kedokteran yang diberikan oleh 
pemberi layanan. Jadi, unsur kerugian ini sangat berhubungan 
erat dengan unsur hubungan sebab-akibatnya. Kerugian dapat 
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berupa kerugian materiel dan kerugian immateriel. Kerugian 
yang materiel sifatnya dapat berupa kerugian yang nyata dan 
kerugian sebagai akibat kehilangan kesempatan. Kerugian 
yang nyata adalah biaya yang dikeluarkan untuk perawatan / 
pengobatan penyakit atau cedera yang diakibatkan, baik yang 
telah dikeluarkan sampai saat gugatan diajukan maupun biaya 
yang masih akan dikeluarkan untuk perawatan / pemulihan. 
Kerugian juga dapat berupa kerugian akibat hilangnya 
kesempatan untuk memperoleh penghasilan. Kerugian lain 
yang lebih sulit dihitung adalah kerugian immateriel sebagai 
akibat dari sakit atau cacat atau kematian seseorang. 
Selain hal yang telah dikemukakan diatas dr. Cahyono 
Kaelan,Ph.D,Sp.PA(K),Sp.S juga mengungkapkan bahwa pola pikir 
masyarakat saat ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 
dimana dikalangan masyarakat menganggap seorang dokter dalam 
menangani pasiennya sering melakukan malpraktik, seperti yang 
kemukana dari hasil wawancara pada tanggal 8 April 2014 bahwa 
faktor mind set masyarakat terhadap dokter. 
1.Berkembang nya Rumah Sakit menjadi sebuah 
perusahaan yang bersifat korporasi dan mencari 
keuntungan, sehingga masyarakat yang telah membayar 
menginginkan kualitas pelayanan yang baik dan 
kesembuhan kepada pasien tersebut. Sehingga jika 
terjadi hal yang tidak diinginkan pasien atau keluarga 
pasien biasanya langsung menuduh dokter tersebut 
melalukan malpraktik. 
2.Tingginya biaya pelayanan dapat dianggap sebagai 
sumber moral hazzard bagi pasien dan keluarganya. 
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Sikap kurang peduli (ignorance) pasien dan keluarganya, 
”yang penting sembuh” menyebabkan mereka menerima 
saja jenis perawatan dan teknologi kedokteran yang 
ditawarkan oleh petugas kesehatan. Akibatnya biaya 
perawatan menjadi mahal. Informasi terbatas yang dimiliki 
oleh pihak pasien dan keluarganya tentang perawatan 
yang diterima dapat menjadi sumber keluhan pasien. 
3.Pemahaman pengguna jasa tentang jenis pelayanan 
yang akan diterimanya. Dalam hal ini, aspek komunikasi 
memegang peranan penting karena pelayanan kesehatan 
adalah high personnel contact.” 
 
Pasien atau konsumen sendiri tidak dapat menilai mutu 
pelayanan yang diperoleh secara teknik medik, karenanya mereka 
akan menilai dari persepsi sosial mereka atas atribut-atribut 
pelayanan tersebut. Penilaian dari sudut pandang pasien yaitu 
realitas persepsi pasien tentang mutu pelayanan yang diterima dan 
tercapainya kepuasan pasien, sedang dari sudut manajemen 
adalah terciptanya pelayanan medik yang tepat atau wajar. 
Persepsi pasien akan dipengaruhi oleh kepribadianya, budaya, 
pendidikan, kejadian sebelumnya yang mirip dengan keadaan ini, 
hal-hal positif dan negatif lainnya serta tingkatan umum yang sering 
dijumpai pada saat melakukan intervensi di lingkungan rumah sakit. 
 
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktek Medik 
Di dalam interaksi Penulis dengan kalangan para dokter, 
ada sebagian dari mereka seringkali mengatakan bahwa tidak 
pernah ada malpraktek dalam dunia kedokteran, alasannya dokter 
tidak pernah berniat untuk mencelakakan seorang pasien, selain 
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itu, istilah itu hanya untuk kalangan diluar profesi dokter misalnya 
malpraktek pengacara, malpraktek akuntan dan malpraktek 
bangunan dan lain-lain, tentunya peryataan seperti itu berasal dari 
dokter yang baik dan bijaksana. Padahal bisa saja ada dokter 
memang berniat mecelakakan pasien, misalnya reyakasa operasi 
caesar tanpa indikasi medis demi kepentingan materi meskipun 
ada persetujuan medis, membuat visum et repertum yang tidak 
sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya dan lain-lain. 
Namun demikian malpraktik terjadi bukan saja karena adanya 
faktor niat dari dokter tapi juga karena adanya faktor lalai dari 
dokter dalam menangani pasien. Dalam dunia hukum disamping 
niat atau sengaja, lalai juga termasuk unsur kesalahan, bahkan 
suatu perbuatan yang dianggap tidak patut dilakukan dalam 
pergaulan masyarakat. Kelalaian dan perbuatan tidak patut itu bisa 
saja menjelma menjadi pelanggaran hukum baik perdata, 
administrasi bahkan pidana atau kriminal apabila memenuhi 
rumusan delik dalam undang-undang pidana. Kelalaian dokter 
sekecil apapun dapat menjadi fatal terhadap kesehatan dan tubuh 
pasien, misalnya kain kasa yang tertinggal dalam tubuh pasien 
setelah operasi dan salah amputasi organ tubuh. Hal ini tidak 
berbeda dengan kelalaian pengendara mobil yang melanggar 
lampu lalu-lintas sehingga terjadi kecelakaan.  
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Disamping itu pula, hampir semua dokter sering 
mengatakan bahwa tidak pernah ada malpraktik sepanjang mereka 
telah menjalankan prosedur dan setiap kali penulis tanyakan apa 
yang mereka maksudkan dengan prosedur, selalu dijawab bahwa 
yang dimaksud dengan prosedur adalah tahapan dalam melakukan 
tindakan medis atau protap (prosedur tetap) medis. Memang 
alasan tersebut tidak sepenuhnya salah tetapi hanya belum 
sempurna karena menurut hemat penulis  dokter dikatakan tidak 
malpraktik, meskipun ada kerugian di pihak pasien, apabila dokter 
telah menghormati hak-hak pasien dan menjalankan profesinya 
sesuai dengan standar profesi medis dan standar pelayanan medik 
(yang dimaksud para dokter tersebut tadi) 
Harapan masyarakat terhadap pelayanan dokter semakin 
meningkat sebagai akibat kondisi sosial ekonomi yang semakin 
membaik, termasuk tingkat pendidikan yang semakin tinggi yang 
berdampak pada tuntutan pelayanan dokter yang semakin bermutu, 
terutama tuntutan terhadap pertanggungjawaban moral dan hukum 
dari penyelenggaraan praktek kedokteran. 
Hubungan dokter pasien adalah hubungan kepercayaan. 
Pasien mempercayakan penyakitnya kepada dokter dan dokter 
berusaha dengan sungguh-sungguh mengobati penyakit pasien 
sesuai dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang ada 
padanya. 
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Entah dari mana datangnya dan sebabnya, hubungan 
dokter pasien semakin kehilangan ciri khasnya yang saling 
mempercayai itu, menjelma menjadi hubungan yang saling 
mencurigai, saling menggugat dan saling menuntut, mungkin 
karena kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya semakin 
meningkat, mungkin mutu dokter yang memang semakin menurun, 
mungkin telah banyak korban berjatuhan dipihak pasien tetapi 
pasien tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dokter yang telah 
merugikannya, mungkin dokter tidak lagi menjalankan profesi 
mulianya sebagaimana mestinya akibat pengaruh kehidupan yang 
materialis, konsumeris dan hedonis, mungkin dokter masih merasa 
diatas awan sebagai kelompok yang tidak tersentuh yang selalu 
akan dilindungi oleh kawan sejawatnya (semangat korps) dengan 
berlindung di balik dalih bahwa ilmu kedokteran penuh dengan 
ketidakpastian ketika terjadi kesalahan sehingga dokter boleh 
bersikap semaunya dalam memberikan pelayanan. 
Bagaimanapun, terlepas dari kemungkinan diatas, yang 
jelas, apabila seseorang telah dirugikan, maka tentunya harus ada 
pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dalam 
konteks dokter pasien, apabila pasien dirugikan maka dokter dapat 
dipertanggungjawabkan. Setiap penyimpangan tindakan medik 
yang dilakukan oleh dokter mengakibatkan konsekuensi dalam 
bentuk sanksi hukum baik sanksi perdata, pidana dan sanksi 
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administrasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien 
yang telah dirugikannya tersebut. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sanksi pidana, 
perdata dan administrasi dapat dipertanggungjawabkan kepada 
dokter sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien korban 
malpraktik. Sesuai dengan hasil wawancara di Polwiltabes Kota 
Makassar dengan staff bagian Hukum  Rezky Yosfiah pada tanggal 
27 Maret 2014 adalah 
“Malpraktek masuk dalam kategori kelalaian, jika seorang 
dokter dalam menangani pasiennya diluar 
kewenangannya atau bertindak diluar prosedur.”  
 
“Sedangkan dalam pertanggungjawabannya, seorang 
dokter jika terbukti melakukan malpraktek maka bentuk-
bentuk sanksi yang diberikan berupa pelepasan ijin 
profesi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 
Indonesia. Namun ketika adanya laporan dari korban ke 
pihak kepolisian dan telah terbukti maka dapat dikenakan 
sanksi perdata, pidana dan administrasi.” 
 
Contoh kasus malpraktek yang telah dimintai 
pertanggungjawaban dan meskipun belum ada keputusan dari 
pengadilan namun pertanggungjawaban dokter sudah dapat 
dipersoalkan dalam kasus dugaan malrapktik di Rumah Sakit Ibnu 
Sina (http://pewarta-indonesia.com/berita/hukum/10138-rs-ibnu-
sina-makassar-diduga-malpraktek.html) 
“Posko Pengaduan Warga PPWI Makassar menerima 
pengaduan warga tentang dugaan adanya malpraktik 
yang dilakukan RS. Ibnu Sina Makassar terhadap pasien 
bernama Hj. Sumra. Pasien yang adalah warga BTN 
Sarana Indah Makassar tersebut telah meninggal dunia 
setelah pindah dirawat 26 hari di RS. Wahidin Makassar. 
Menurut pihak keluarga korban, petaka itu bermula ketika 
ibunya kena asma dan mendapat suntikan obat asma dari 
dokter RS. Ibnu Sina Makassar, setelah itu tidak sadarkan 
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diri dan pihak keluarga membawa ke RS. Wahidin 
Makassar setelah 26 hari dirawat, Hj. Sumra meninggal 
dunia dan dimakamkan di kampung halamannya di Kab. 
Soppeng.PPWI Makassar meminta klarifikasi ke Humas 
RS. Ibnu Sina Makassar. Oleh staf di sana diberi no. 
kontak humas karena tidak ada di tempat. Melalui telpon 
humas bernama  Rahim Pelu, mengatakan di RS. Ibnu 
Sina Makassar tidak ada humas dan Costumer Service 
karena masih baru, dan semua permasalahan klaim dan 
keluhan akan ditangani oleh pengacara rumah sakit. Lebih 
lanjut Rahim Pelu mengatakan dirinya bukan humas, dia 
hanya bagian rumah tangga. Ketika PPWI Makassar 
meminta akses bertemu dengan Direktur RS. Ibnu Sina, 
Prof Husni Tanra, Rahim Pelu menyarankan bertemu 
dengan pengacara RS. IBnu Sina Makassar. Kami ingin 
mengklarifikasi ke Direktur RS. Ibnu Sina karena dari 
pernyataan keluarga korban sempat Direktur RS. Ibnu 
Sina menawarkan membayar semua biaya korban di RS. 
Wahidin Makassar, namun ditolak oleh pihak keluarga.” 
 
Menurut dokter yang dimintai keterangan membenarkan 
adanya dugaan kasus tersebut, kasus tersebut terjadi pada tahun 
2012. Menurut beliau pihak RS telah memberikan pelayanan sesuai 
dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) dan itu telah 
dibuktikan dengan adanya Rekam Medik dan kasus tersebut juga 
telah diselesaikan dengan melalui mediasi. Hal tersebut sudah 
sesuai dengan yang tercantum dalam  Pasal 29 UU No.36 Tahun 
2009 : 
“Dalam Hal tenaga kesehatan diduga melalukan kelalaian 
dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus 
diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi” 
     Dalam sengketa medik pihak rumah sakit atau dokter atau 
pasien merasa diri benar dan yang lain harus bertanggung jawab. 
Posisi demikian tidak menguntungkan semua pihak karena akan 
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memancing pihak luar terlibat dalam sengketa tersebut. Maka 
bijaksana jika setiap sengketa diselesaikan dengan baik. Adapun 
alternatif penyelesaian sengketa medik di luar jalur pengadilan 
dapat ditempuh antara pihak pasien dengan tenaga medis sebagai 
berikut (Ari Yunanto,2010: 87): 
1. Lumping it, yaitu membiarkan sengketa tidak perlu 
diperpanjang. 
2. Avoidance, memilih tidak berkontak lagi dengan pihak 
yang merugikan. 
3. Coercion, salah satu pihak memaksa pihak lain 
melalui orang ketiga. 
4. Negotiation, para pihak berunding untuk mengambil 
keputusan. 
5. Mediation, para pihak berunding dengan memakai 
jasa orang ketiga sebagai edukator, resource person, 
catalisator, translator. 
6. Arbiration, para pihak yang bersengketa 
menyerahkan kepada pihak ketiga/arbitrator untuk 
mengambil keputusan. 
7. Adjudication, melibatkan pihak ketiga yaitu pengadilan 
yang memiliki wewenang memberikan vonis dan 
exsekusi.  
 
Kasus kedua (http://www.indosiar.com/fokus/menangkan-
gugatan-lawan-rumah-sakit_79191.html) 
“Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya memenangkan 
gugatan Sisi Chalik dalam kasus malpraktek yang diduga 
dilakukan Rumah Sakit Ibu dan Anak Budi Jaya. Majelis 
Hakim memutuskan pihak tergugat membayar kerugian 
sebesar 792 juta rupiah. 
Setelah melewati proses panjang dan penundaan putusan 
selama tiga kali, Ketua Majelis Hakim Aswan Nur Cahya SH, 
memenangkan gugatan Sisi Chalik terhadap Rumah Sakit 
Ibu dan Anak Budi Jaya dan dua dokternya membayar ganti 
rugi atas dugaan malpraktek yang dilakukannya terhadap 
Sisi.Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mewajibkan 
pihak tergugat membayar ganti rugi sebesar 292 juta rupiah 
sebagai pengganti biaya operasi dan pengobatan penggugat 
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selama dirawat di Rumah Sakit Budi Jaya. Selain itu, para 
tergugat juga diwajibkan membayar sebesar 500 juta rupiah 
untuk mengganti kerugian akibat malpraktek yang diderita 
penggugat,gugatan yang dimenangkan Sisi lebih ringan dari 
tuntutannya sebesar 3 milyar rupiah. 
Pihak tergugat diputus bersalah karena telah melakukan 
operasi pengangkatan tumor rahim atau myoma yang 
menyebabkan penggugat mengalami kebocoran usus 
hingga selama 9 tahun menjalani penderitaan, keluarnya 
kotoran dari ususnya yang berada diluar perut. 
Pihak tergugat diwajibkan membayar secara tunai kepada 
Sisi setelah surat keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan dikeluarkan. Gugatan yang akhirnya dimenangkan 
korban malpratek di negeri ini terbilang langka. Ratusan 
kasus malpraktek hampir tidak pernah dimenangkan oleh 
korbannya,kebanyakan diselesaikan secara damai. 
 
Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan dokter sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat sehingga profesi dokter yang mulia itu 
harus dilindungi dari oknum dokter yang tidak bertanggungjawab. 
Lagipula masyarakat (termasuk para dokter) tidak ingin melihat 
korban berjatuhan di pihak pasien akibat ulah oknum dokter. 
Apabila hal ini tetap berlanjut, tentunya disamping sangat 
merugikan masyarakat (pasien), juga pada akhirnya dapat merusak 
citra profesi dokter yang sangat mulia itu. 
Hukum Pidana merupakan salah satu sarana dalam 
memberikan perlindungan hukum terhadap korban malpraktik 
medik, sebagaimana diketahui hukum pidana adalah suatu bagian 
dari hukum publik, oleh karena itu yang merupakan tekanan utama 
disini adalah kepentingan umum atau masyarakat.  
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Para ahli hukum pidana mengemukakan untuk adanya 
kesalahan dalam pengertian pidana itu adalah apabila suatu 
perbuatan itu (Meljatno, 2002:164): 
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) 
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab 
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa 
kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa) 
4. Tidak adanya alasan pemaaf 
 
Mengenai kealpaan dikenal 2 (dua) bentuk yaitu kealpaan 
yang disadar dan kealpaan yang tidak disadari. Jika kesengajaan 
dan kealpaan kedua-duanya disebut kesalahan, maka kita akan 
melihat jatuh bentuk-bentuk kesalahan yang dimulai dari 
kesengajaan sebagai maksud sampai kealpaan yang tidak disadari. 
Akan tetapi ada suatu tindakan yang diangkat dari Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak selalu harus dapat 
dihukum, umpamanya pada larangan untuk melukai seseorang 
dengan sebuah pisau. Padahal dalam klinik bedah hal tersebut 
terjadi sehari-hari (secara materil tidak bertentangan dengan 
hukum). 
Dapat dilihat, ada perbedaan penting antara tindak pidana 
biasa dan tindak pidana medik yaitu : 
1. Pada tindak pidana biasa terutama diperhatikan adalah 
akibatnya sedang pada tindak pidana medik yang penting bukan 
akibatnya tetapi penyebabnya (kausanya). Walaupun akibatnya 
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fatal, tetapi tidak ada unsur kesalahan / kelalaian, maka 
dokternya tidak dapat dipersalahkan. 
2. Dalam tindak piadana biasa dapat ditarik garis langsung antara 
sebab dan akibatnya, karena biasanya sudah jelas misalnya : 
menusuk dengan pisau sehingga perutnya terbuka. Pada tindak 
pidana medik sangat berlainan misalnya seorang ahli bedah 
melakukan pembedahan hanya dapat berusaha untuk 
menyembuhkan si pasien. Pada setiap tindakan medik seperti 
pembedahan akan selalu ada resiko timbulnya sesuatu yang 
bersifat negatif. Maka ada sesuatu ketentuan, bahwa sebelum 
seorang ahli bedah melakukan pembedahan ia arus 
menjelaskna dahulu sifat dan tujuan pembedahan serta resiko 
yang mungkin timbul dan harus ditanggun pasien. Jika pasien 
setuju ia harus menegaskan dengan menandatangani surat 
persetujuan. 
Di Indonesia masalah pertanggungjawaban hukum pidana 
seorang doketer dalam KUH Pidana yang mencakup tanggung 
jawab hukum yang ditimbulkan oleh kesengajaan maupun 
kealpaan/ kelalaian. 
Pasal-Pasal 267, 299, 304, 322, 344, 346, 347, 348, 349 
KUH Pidana mencakup kesalahan yang didasarkan pada 
kesengajaan. Sedangkan dasar kealpaan / kelalaian dalam Pasal 
267 KUH Pidana: 
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“seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat 
keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, 
kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana paling 
lama 4 (empat) tahun” 
 
Kalau keterangan tersebut diberikan dengan maksud 
untuk memasukkan seorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk 
menahannya di situ, maka yang bersangkutan dapat dijatuhi 
hukuman penjara paling lama delapan tahun enam bulan. 
Pasal 299 KUH Pidana: 
“barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita 
atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau 
ditimbulkan harapan karena pengobatan itu hamilnya 
dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling 
lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 
empat puluh lima ribu rupiah” 
 
Kalau perbuatan tersebut dilakukan untuk mencari 
keuntungan atau dijadikan pencarian atau kebiasaan, dan 
dilakukan oleh dokter, bidan atau peramuan obat-obatan maka 
ancaman pidananya ditambah sepertiga. 
Pasal tersebut berkaitan erat dengan Pasal 349 KUH 
Pidana: 
“apabila seorang dokter, bidan, atau peramu obat-obatan 
membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 
KUH Pidana atau pun melakukan atau membantu 
melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam 
Pasal 347 dan 348 KUH Pidana, maka ancaman pidana 
dapat ditambah sepertiga, serta izin praktek dapat 
dicabut” 
 
Pada kenyataannya seorang dokter dianggap berbuat 
alpa yang dapat mengakibatkan mati atau menimbulkan luka berat 
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terhadap seorang pasien apabila doketr tersebut melakukan 
kesalahan profesi apabila ia tidak memenuhi persyaratan dalam 
menentukan diagnosa ataupun melakukan terapi sebagai seorang 
medicus yang baik, yang sedang (rata-rata), tidak memenuhi 
standar profesi dalam keadaan yang sama dan dengan menempuh 
jalan proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai. 
Maka apabila persyaratan tersebut di atas telah dipenuhi 
oleh seorang medicus¸misalnya diagnosa, terapi adalah benar, ia 
melakukan tugasnya sebagai dokter yang baik, yang sedang (rata-
rata), kemudian tidak ada culpa lata padanya dan sebagainya, 
maka tidak dapat dikatakan bahwa medicus tersebut berbuat alpa, 
ia tidak salah menurut Pasal 359, 360 KUHP. 
Disamping ketiadaan daripada sifat melawan hukum 
secara materil masih ada dasar pembenaran yuridis yang lain (Ari 
Yunanto:2010:39) yaitu: 
1. Keadaan memaksa dalam arti keadaan darurat 
(overmacht in de zin van noodtoestand) 
2. Keadaan memaksa yang berkaitan dengan kejiwaan 
(de psychische overmacht) 
3. Perkecualian medis (medische exceptie) 
 
Yang dimaksud dengan pengertian keadan memaksa dalam 
arti keadaan darurat ialah keadaan dimana seseorang harus 
memilih antara suatu ketentuan undang-undang/ larangan dan 
kewajiban melayani kepentingan di atas segala kepentingan yang 
dilindungi oleh suatu ketentuan hukum, misalnya: seorang dokter 
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ahli jiwa tidak menaati kewajiban merahasiakan dimana keadaan 
pribadi dari pasien harus dilindungi, karena untuk menjaga adanya 
bahaya yang mengancam jiwa. 
Sedang yang dimaksud dengan keadaan memaksa yang 
berkaitan dengan kewajiban yaitu suatu keadaan memaksa yang 
timbul dari dalam hati pada diri manusia, pelaku secara pribadi/ 
perseorangan tidak atau hampir tidak dapat membedakan sehingga 
ia tidak dapat dihukum, termasuk dalam pengertian psychische 
overmach adalah dorongan kata hati yang tertutup (tertekan). 
Perkecualian medis adalah suatau alasan pembenar 
hukum yang tidak tertulis dan merupakan hal khusus, yang 
bertalian dengan tindakan medis yang dilakukan dengan segala 
keterampilan profesional termasuk adanya persetujuan yang 
diperlakuakn sehingga tidak dapat dihukum. 
Apabila seorang dokter telah terbukti dan dinyatakan telah 
melakukan tindakan malpraktik maka dia akan dikenai sanksi 
hukum Pasal 79 UU No. 29 Tahun 2004 :  
Ayat (1): 
“Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja 
melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda 
registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). Sehubungan dengan hasil keputusan Mahkamah 
Konstitusi Pasal tersebut telah mengalami revisi, dimana 
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salah satu keputusan dari Mahkamah Konstitusi adalah 
ketentuan ancaman pidana penjara kurungan badan yang 
tercantum dalam Pasal 75, 76, 79, huruf a dan c 
dihapuskan. Namun mengenai sanksi pidana denda tetap 
diberlakukan” 
 
Ayat (2) : 
“Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang 
dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa 
memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada 
dokter dan dokter gigi warga negara asing yang 
melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, 
penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran 
atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di 
Indonesia” 
Ayat (3) : 
“Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang 
dengan sengaja. Surat tanda registrasi yang dimaksud 
adalah melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat 
tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” 
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Selain Pasal 75, masih ada beberapa Pasal yang akan 
menjerat dokter apabila melakukan kesalahan yaitu diantaranya 
Pasal 76, 77, 78, dan 79 UU No.29 Tahun 2004. 
  
62 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Faktor penyebab terjadinya malpraktik medik oleh dokter yaitu 
disebabkan karena standar profesi kedokteraan yang terdiri 
atas kewenangan, kemampuan rata-rata, dan ketelitian yang 
umum. kemudian faktor kedua yaitu Standar Prosedur 
Operasional (SOP)  yaitu suatu perangkat instruksi/ langkah-
langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses 
kerja rutin tertentu. Adapun faktor terakhir yang diperoleh 
penulis dari hasil penelitian ini yaitu kelalaian dalam hal ini yang 
dimaksud dengan kelalaian apabila tindakan tersebut 
berdampak kerugian. 
2. Perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktek di 
Indonesia dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan 
perlindungan melalui pemberian sanksi dari segi perdata, 
pidana maupun administrasi yang dipertanggung jawabkan 
terhadap dokter yang bersangkutan. Di Indonesia masalah 
pertanggungjawaban hukum pidana seorang dokter dalam KUH 
Pidana yang mencakup tanggung jawab hukum yang 
ditimbulkan oleh kesengajaan maupun kealpaan/ kelalaian, 
diatur dalam Pasal 267, 299, 304, 322, 344, 346, 347, 348, 349 
KUH Pidana mencakup kesalahan yang didasarkan pada 
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kesengajaan. Sedangkan dasar kealpaan / kelalaian Pasal 267 
KUH Pidana. Lebih khusus sanksi pidana yang dapat 
dikenakan bagi dokter yang terbukti melakukan malpraktik 
medik diatur dalam Pasal 75, 76, 77, 78 dan 79  UU Praktek 
Kedokteran. Dapat dilihat bahwa upaya pemerintah dalam 
memberikan perlidungan terhadap korban malpraktik medik 
sudah cukup besar dengan melahirkan berbagai aturan yang 
dapat menjadi pertimbangan bagi setiap dokter sebelum 
bertindak, hanya saja dalam masalah pengaplikasiannya di 
kota Makassar sendiri masih terbilang kurang efektif terbukti 
dengan masih banyaknyaa kasus malpraktik yang terjadi dan 
tidak mendapatkan penanggulangan lebih lanjut oleh aparat 
hukum terkait. 
 
B. Saran 
1. Maraknya institusi pelayanan kesehatan berpotensi pada 
meningkatnya angka ketidakpuasan layanan itu sendiri. 
Masyarakat cenderung mencari second opinion dari hasil 
pemeriksaan yang telah mereka terima. Tingkat pemahaman 
yang berbeda-beda pada akhirnya menggiring satu pihak 
merasa dikorbankan oleh pelayanan yang ada, asumsi 
terjadinya pelanggaran di satu sisi akan merugikan dokter 
secara professional akan tetapi masyarakat juga butuh 
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perlindungan karena tidak mustahil ada unsur penyimpangan 
atau kelalaian dalam proses pelayanan yang justru bisa 
merugikan bahkan bisa menyebabkan kecacatan atau 
kematian. Dalam Hal ini masyarakat yang merasa menjadi 
korban malpraktik harus hati – hati dalam melakukan tindakan 
hukum . 
2. Dokter sebagai manusia biasa juga harus terus 
mengembangkan ilmu pengetahuannya sesuai dengan yang 
diatur dalam UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 
Kedokteran Pasal 51 tentang kewajiban dokter yaitu mengikuti 
perkembangan ilmu kedokteran. 
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